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PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi yang efektif 

dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang baik, perlu adanya kesamaan pengertian dan 

pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan tata 

naskah dinas di lingkungan Ombudsman Republik 

Indonesia; 

 b. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman 

Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu 

diganti; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Ombudsman tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6143); 

 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

247); 

 5. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TATA NASKAH 

DINAS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

2. Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Ombudsman. 

3. Perwakilan Ombudsman selanjutnya disebut Perwakilan 

adalah Kantor Ombudsman di Provinsi atau 

Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan hierarkis 

dengan Ombudsman. 

4. Sekretariat Jenderal Ombudsman yang selanjutnya 

disebut Sekretariat Jenderal adalah perangkat 

pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Pimpinan Ombudsman. 

5. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi dari 

Sekretariat Jenderal. 

6. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut asisten 

adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman 

berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman 

untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan kewenangannya 

7. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan 

administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan 
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lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata 

ruang perkantoran. 

8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Ombudsman. 

9. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 

dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

10. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang 

memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan 

yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang 

berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, 

penetapan, dan penugasan. 

11. Naskah Dinas Korespondensi adalah Naskah Dinas yang 

tujuan pembuatannya ditujukan bagi kebutuhan 

korespondensi, baik antar unit kerja di internal 

Ombudsman maupun kebutuhan korespondensi ke 

eksternal Ombudsman. 

12. Naskah Dinas Khusus adalah Naskah Dinas yang 

memiliki sifat khusus sebagai bagian dari 

penyelenggaraan tugas Ombudsman beserta Sekretariat 

Jenderal Ombudsman. 

13. Naskah Dinas Umum adalah Naskah Dinas yang tidak 

termasuk dalam naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas 

Korespondensi, dan Naskah Dinas Khusus. 

14. Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang 

bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu 

dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan 

pemberlakuannya dituangkan dalam bentuk peraturan 

dan sebagai lampiran peraturan tersebut. 

15. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah Naskah 

Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan 

kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta 

wewenang dan prosedurnya.  

16. Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah 

berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu 
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kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

17. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap 

penting dan mendesak. 

18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 

SOP adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian 

petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 

19. Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan 

yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan 

merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk 

menetapkan/mengubah status kepegawaian personal/ 

keanggotaan/ material/ peristiwa, 

menetapkan/mengubah/membubarkan suatu 

kepanitiaan/tim, dan menetapkan pelimpahan 

wewenang. 

20. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran 

yang disusun berdasarkan hasil Investigasi Ombudsman, 

kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau 

ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. 

21. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan atau 

pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan 

atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. 

22. Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh 

pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 

lingkungan lembaga.  

23. Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak 

lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara 

jelas pada lembar Disposisi, tidak pada suratnya. 

24. Surat Undangan Intern adalah Surat Dinas yang memuat 

undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembaga 

tersebut untuk menghadiri suatu acara kedinasan 

tertentu. 
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